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Abstrak

Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis
Penjatuhan Sanksi) oleh MukhlassubiantoNim 2123119045

Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu
“BagaimanaPenjatuhanSanksiTerhadapAnakDitinjau Dari Hukum Islam

(Studi Analisis Undang-Undang No. 11 Tahun
2012TentangSistemPeradilanPidanaAnak)”.Penelitianinimenggunakanpen
elitiankualitatif, penelitian yang

menggunakankepustakaansebagaibahanpenelitiannya

(libraryresearch).Melaluipenelusuranliteratur.Ataudengan ~ kata  lain,
bahan-bahandan data-datanyadiperolehdariperpustakaan,
danberbagaiuraian lain yang relevandenganpermasalahantopicpenulisan.
Adapunpendekatan yang
digunakandalampenulisaniniadalahpendekatanDeskriftifEvaluatifyaitumen
gadakansuatupenelitian yang
manadalampenelitianinimemaparkanposisiobyekdalamhalanakditinjaudari
hukum  Islam,  sebagaibahanuntukmelihat UU No  11Tahun
2012TentangSistemPeradilanPidanaAnak.Hasilpenulisaninimenujukanbah
wa (1) bagaimana penjatuhan hukuman kepada anak ada empat cara yaitu
tahapan penangkapan dan penahanan, tahapan penuntutan dan tahapan
pemeriksaan di sidang pengadilan,Adapun pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan hukuman pidana yaitu hal meringankan dan hal
memberatkan, Jenis pidana pokok ketentuan pasal 71 ayat 1 dan ayat 2

pidana tambahan.(2) proses
penjatuhansanksiterhadapanakdilihatdariHukum  Islam  dalamUndang-
Undang No. 11 Tahun 2012

TentangSistemPeradilanPidanaAnaktidakbertentangandenganHukum
Islam denganketentuanterpenuhinyahak-hakanakdalammenjalanihukuman.

Kata Kunci :Hukuman, SanksiSistemPeradilanPidanaAnak
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A.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati
perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari
kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan
pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak
khususnya para orang tua. Fanomena meningkatnya perilaku tindak
kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak sebanding lurus dengan
usia pelaku.!

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-
cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan
memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan
yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara
utuh, serasi, dan seimbang.’

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan
yang actual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia.
Banyak factor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat
kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang
dianggap sebagai kenakalan (Juvenile delinquency). Maka tidak adil
rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat
tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut
mendapatkan hukuman yang sama dengan hukaman yang diterima oleh

orang dewasa.

! Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta:

Graha llmu, 2010), him. 103

h. 2.

2 Darwan Prints, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 19977),



Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut
dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-
kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih
dari itu terdapat anak melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa
mengenal status social dan ekonomi.

Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik
sengaja maupun tidak sengaja anak sering melakukan tindakan atau
berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah
disebutkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyiNegara Indonesia
adalah negara hukum setiap upaya atau tindakan melanggar hukum harus
dipertanggung jawabkan secara hukum.® Demikian halnya dengan anak
apabila anak berkonflik dengan hukum juga dikenai sanksi. Pemberian
hukum atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus
pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran
hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikirian pemberian hukuman
oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang
bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala
perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat
secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itulah
dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatupada

akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran

3 Undang-Undang Dasar 1945



hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus membedakannya dari
orang dewasa.”

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum
positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa
(minderjaring/person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan
dibawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap disebut sebagai
anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij).’
Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia
kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu
dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang
digunakan untuk menentukan umur anak.

Dikatakan anak dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan
bahwa anak adalah orang yang dalam pekara anak nakal telah mencapai
umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun.Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan
berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-
tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin
dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut
dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. Double track system
merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu

sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya,

* Hukum Anak Nakal, www.hukumonline.com diakses 15 januari 2016 pukul 15.00 wib
® Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2005.

H.3.


http://www.hukumonline.com/

perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar,
namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar,
dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan
pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk
apa diadakan pemidanaan itu”.°

Dapat dijumpai bahwa dalam kenyataan dilapangan anak dibawah
umur terkadang mendapat hukum yang tidak sesuai dengan kritria sang
anak, malahan sang anak yang melanggar hukum mendapat hukuman
penjara padahal dilihat dari sisi anak tersebut bahwa anak adalah dibawah
perlindungan orng tua dan negara. Seorang hakim menjatuhkan hukuman
penjara kepada seorang anak apakah telah sesuai dengan undang-undang
yang berlaku baik dari proses penangkapan sampai penjatuhan
hukumannya.

Suatu fakta terungkap dari internet menyebutkan bahwa 3 bocah
diduga melakukan penganiayaan terhadap teman sekelasnya. Dari
pengakuan 3 anak ini, diketahui bahwa mereka menendang perut korban 1
kali, menendak 2 kali, dan memukul kepala 1 kali. Siswa kelas | Sekolah
Dasar Negeri (SDN) Tamalanrea V, Muhammad Syukur (7), meninggal
dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina, Senin (31/3/14) dini hari setelah dianiaya
oleh 3 temannya. Pihak kepolisian sendiri akan tetap melakukan
penyidikan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan serta tetap

mengedepankan perlindungan anak. Fakta tersebut menjadi salah satu

® M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2004. Hal. 17



bukti nyata kenakalan yang dilakukan anak, seharusnya anak lebih
berkonsentrasi kepada pendidikan dan prestasi bukan berurusan terhadap
hukum.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan
perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari
14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang
telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan
belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana sesuai dengan pasal 32
ayat 2 dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
peradilan Pidana Anak.’

Didalam pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa ada dua
macam pidana atau ancaman hukuman.Pertama, pidana pokok ,yang
meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan Kkerja,
pembinaan dalam lembaga dan penjara. Kedua, pidana tambahan yang
meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
pemenuhan kewajiban adat.

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak menyebutkan bahwa ada proses penjatuhan

hukuman kepada anak vyaitu pertama, tahapan penangkapan.

" pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak



Kedua,penahanan. Ketiga, tahapan penuntutan. Kempat, tahapan
pemeriksaan disidang pengadilan®

Melihat dari sanksi yang diberikanoleh pengadilan, pidana penjara
merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan
sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara
dengan system permasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan
atau pembinaan dan perbaikan (rehabilitas) anak didik permasyarakatan
untuk dikembalikan lagi kepada kemasyarakat.’

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi
pelindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan
hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di
lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak
ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat
khusus yang memahami masalah Anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya
kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang
sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya
akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang
harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat
bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga
dalam menanangani tindakpidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-

betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
°Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, cet 11l (Jakarta:Djambatan,
2007) h. 115



Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan
adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat
dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan
tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (lex specialis derogat legi
generali).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-
undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti
Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini
mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman
pemidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-
undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan
pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang
masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan
akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik,
yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.™®

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim
dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si

pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya

Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga, Bandung, Refika
Aditama, 2010, him 29.



mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan
berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering
dianggap tidak adil bagi anak.

Ditinjau dari hukum islamukuran seorang anak yang beranjak
menjadi dewasa atau dalam figh disebut baligh. Pendifinisian anak yang
tidak tepat memilik implikasi terhadap cara pandangan kita kepada anak
yang nantinya ikut adil juga dalam memunculkan kejahatan anak-anak.

Islam sebagai agama yang memiliki kajian hukum figh yang begitu

luas dan tentu memiliki sebuah konsep hukum tentang anak. Jadi islam
mendefinisikan anak adalah anak yang telah mencapai baligh atau haid,
anak telah mencapai baligh atau haid biasanya dikatakan anak tersebut
sudah masuk dewasa.

Huzaemah T. Yanggo dalam bukunya Figih Anak menagatakan
bahwa al-bulughadalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki baligh
ditandai dengan bermimpi (al-ihtilam), dan perempuan ditandai dengan
haid."* Rasulullah SAWbersabda
oo pling i prall e | Ladig s 20 W) e 406 e Al ad
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Artinya “Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang
tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima),
dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).

Kata yahtalimaadalah orang yang sudah bermimpi (al-ihtilam)

artinya seseorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena

kejahatan yang dilakukan, Karena tidak ada beban tenggung jawab hukum

" Huzaemah T. Yanggo, Figh Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 11



atas seseorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber,
gadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan
beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan
menghentikannya dari membuat kesalahan di masa akan datang, maka
dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif,
yaitu menjalankan hukum syara dan dihisab sebagai implikasi dari
pembebanan tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah
dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan
hukum.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan
kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik
anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi
penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik,
maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena
kelaliannya, sebagaimana disebutkan dalam Surat At Tahriin ayat 6 berikut
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (At Tahriin)

2Q.S. At Tahriin:6



Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang
tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:
1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.

2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum
ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok
masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur.*?

Bahkan kemudian dalam kitab Tasyri’ al-Jana-l1 al-Islami
dikemukakan bahwa batas minimal umur untuk cakap berbuat dalam hal
ibadah berbeda dengan kecakapan mempertanggungjawabkan tindak
pidana; batas minimal umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak
pidana disamakan antar pelaku pria dan wanita batas minimal umur
dimaksud memakai standar tamyiz yaitu tujuh tahun.

Sedangkan dalam kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhu dijelaskan
bahwa Seorang anak dapat digugat perdata pada usia lima belas tahun

dengan syarat nyata baligh atau nyata rusyd (pandai).

Artinya: “Habisnya batasan dalam hagnya sebagai seorang anak,
menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebalighannya pada

umur lima belas tahun”.**

¥ H. Mustafa Kamal Pasha, Figh Islam, disusun berdasarkan keputusan Majelis TArjih,
Yogyakarta: Pemimpin Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan kebudayaan
Daerah Istemewa Yogyakarta, 2000,h. 287.

“Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 7 Mesir: Dar al-Fikr, 1997, h.55



Didalam islam menjelaskan bahwapada umumnya para ulama’
membagi tindak pidana dalam figh jinayah berdasarkan aspek berat dan
ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan al-
Hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi tiga macam:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hududadalah tindak pidana yang diancam hukuman had,
yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (beratringan)
sanksinya yang menjadi hak Allah SWT.

2. Jarimah Qishas atau Diyat

Jarimah gisas-diah adalah tindak pidana yang diancam hukuman
gishas atau diyat.

b. Jarimah ta’zir ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau
beberapa macam hukuman. Jarimah ta’zir terbagi menjadi empat
bagian:

a. Jarimah fa zir hudud atau gishas yang syubhat atau tidak memenuhi
syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya,
percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan
keluarga, dan pencurian aliran listrik.

b. Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Quran dan al- Hadits,
namun tidak ditentukan sanksinya. Contoh : penghinaan, saksi palsu,
tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

c. Jarimah-jarimah yang mutlak oleh Ulul Amri buat kemashlahatan

umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan



penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemashlahatan ini
secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Figh. Misalnya,
pelanggaran atas peraturan lalu lintas.
d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami,
namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.
Adapun sasaran hukuman di dalam islam itu dibagi empat yaitu :*°
1. Hukuman badan
2. Hukuman dikenakan kepada jiwa
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia
4. Hukuman harta
Terlepas dari pro kontra yang terjadi, ada suatu pandangan tentang
fenomena kejahatan anak yang menarik untuk kita kaji. Dan diharapkan
pandangan ini dapat memberikan solusi yang tuntas terhadap
permasalahan kejahatan anak, yang secara otomatis akan menghentikan
kontroversi hukuman pidana pada anak. Pandangan tersebut adalah
pandangan hukum Islam.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk mengkaji
lebih jauh tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat dari Hukum
Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

¥¥Djazuli, Figh Jinayah,...h.5-6



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka masalah yang

nantinya akan dicoba dijawab dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat dari Hukum Islam

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahuidan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat
dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
bagi pengembang substansi disiplin di bidang ilmu hukum,
khususnya dibidang hukum kepidanaan.

b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam
menyelesaikan permasalahan pidana khususnya pada proses

peradilan pidana anak.



D. Tinjuan Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak
ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang
pejantuhan sanksi. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan
ppenelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada
dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi Nurul Amin Iskandar yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem
Masyarakatan’. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara prinsip penjara
anak tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, dengan ketentuan
terpenuhnya hak-hak anak dalam penjara.’®

Skripsi Wihdatul Hasanah yang berjudul “ Batas Usia Anak Dalam
Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan
Anak”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil yang di dapat dari
penelitian ini yaitu batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya
menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah
usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum,
hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban.
Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa
dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman
ta’zir. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah

'® Nurul Amin Iskandar,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara
Bagi Anak Dengan Sistem Masyarakatan”Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Susan
Kalijaga, Yogyakarta, 2010



kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan
hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang
dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman
penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.*’
Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan anak yang

belum berumur 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan
anak yang telah berumur 14 sampai 18 tahun dikenakan sanksi hukuman
setengah dari orang dewasa. Sehingga penulis dapat ide untuk mengkaji
“Bagaimana Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak dilihat dari Hukum
Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak™.
. Metode Penelitian

jenis penelitian

Penelitian pada skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (library

research) yang bersifat literer, artinya penelitian ini secara langsung
akandidasarkan pada data tertulis yang berbentuk kitab-kitab terutama
karyaklasik, juga buku-buku yang terkait. Dalam proses pelaksanaannya,
sumberdata diklasifikasikan dalam dua kategori, sumber data primer dan
sumber datasekunder. Data primernya yaitu obyek dari kajian ini yaitu
Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, kemudian buku-buku yangberkenaan dengan pembahasan tentang

hukum Islam atau figh seperti Tasyri’ al-Jana’l, I’anatut Thalibin, Al-

Y\Wihdatul Hasanah “ Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan
Undang-Undang Peradilan Anak” Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul
Ulama’(UNISNU) Jepara, 2015



Fighul Islami wa Adillatuhu. Sedangkan data sekundernya adalah segala
sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedi, jurnal atau tulisan berbentuk
artikel yang berkaitan dengan pembahasan, baik mengenai Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
maupun tentang hukum Islam.

Penelitian ini merupakan Kkajian literatur dengan pendekatan
normatifdan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang
pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang
nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum
Islam.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode analisis
deskriptif yang berupaya mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap
Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Dengan segala keterbatasannya untuk menguatkan pendeskripsian
ini, penulis mencoba untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap
Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dengan menggunakan dalil-dalil baik dari al-Quran maupun al-
Hadits juga dari pendapat-pendapat para Ulama figh..

Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research maka
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan

pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan



yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan
diolah dengan cara :

1. Editing yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi
makna antara yang satu dengan yang lain.

2. Organizing yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan
kkerangka yang sudah ditentukan.

3. Penemuan hasil penelitian yakni melakukan analisis lanjutan
terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-
kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh
kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari
rumusan masalah.

Teknik Analisi Data

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode analisis
deskriptif yang berupaya mendeskripsikan Tinjuan Hukum Islam
terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak Dengan segala keterbatasannya untuk menguatkan

pendeskripsian ini, penulis mencoba untuk menganalisa Tinjauan

Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

system Peradilan Pidana Anak dengan Menggunakan dalil-dalil dari Al-

Quran maupun Al-Hadits juga dari pendapat-pendapat para Ulama

Figh.



F. Sistematika Pembahasan

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan penulis paparkan ke
dalam beberapa bab agar pembahasan ini teratur, maka sistematika
penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB | : berupa pendahuluan yang mencangkup latar belakang
masalah untuk memberi penjelasan mengapa penelitian ini perlu
dilakukan, rumusan, masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il :membahas tindak pidana anak dan sanksi hukumannya
menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana
Anak. Bab ini meliputi pengertian anak, pengertian dan Unsur tindak
pidana, pengertian sanksi pidana dan tindakan, Proses Peradilan Pidana
Anak Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Bab ini meliputi Proses Peradilan dan
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

BAB Il :kejahatan dilakukan oleh anak dan sanksi hukumannya
menurut Hukum Islam. Bab ini meliputi tindakan pidana dalam hukum
islam, Pengertian, Unsur-Unsur Jinaya,Klafikasi Jinaya, Hukuman dalam
Pidana Islam, batas umur anak dan pemenjaraannya dalam Hukum Islam.

BAB IV : membahas analisa penjatuhan sanksi terhadap anak
dilihat dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini meliputi Analisis Penjatuhan

Sanksi Terhadap Anak Dilihat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012



Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Analisi Penjatuhan Sanksi
Terhadap Anak Dilihat Dalam Hukum Islam, Analisis Penulis.
BAB V :penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran.



BAB Il
TINDAK PIDANA ANAK DAN SANKSI HUKUMANNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM

PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus
dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan
sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki
peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak
setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas
pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman
mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum Kkita ketahui yang
dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih
belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam
peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 45 KUHP
Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena

perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun,



hakim boleh : memerintahkan, supaya sitersalah itu dikembalikan kepada

orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu

hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu
masuk bagian kejahatan atau salah satupelanggaran yang diterangkan dalam

Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536

dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum Ilalu dua tahun

sesudahkeputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu
pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang
bersalah itu.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata

1. Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21
(dua puluh satu) tahun, kecuali :

a. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun
b. Pendewasaan (pasal 419 KUH Perdata)

2. Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang
belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh
status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan
anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh
satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak



yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan
menhadiri sidang”
Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak
1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VI111/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan
sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang
yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan
tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan
terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah



kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari
kekuasaanya.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum
mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan "Anak adalah setiap orang yang berumur di
bawah 18 (delapan belas) tahun".

Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan ¢ Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak didik
pemasyarakatan adalah:
a.Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani

pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)

tahun;

b.Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS

Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berusia di

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang



masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci
dan dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan
yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12
(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak
menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila
anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena
perceraiannya, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun
umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal menurut ilmu
pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang
berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan
dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan

dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.



B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tin